
 

 MAMEN (Jurnal Manajemen) 
journal.literasisains.id/index.php/MAMEN 
e-ISSN 2809-8099 | p-ISSN 2810-0484 
Vol. 4 No. 3 (Juli 2025) 278-296 
DOI: 10.55123/mamen.v4i3.5326 

 

Submitted: 19-05-2025 | Accepted: 07-06-2025 | Published: 10-07-2025 

278 

Manajemen Risiko Fiskal dalam Kebijakan Subsidi LPG 3 Kg: 

Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat 

Riki Satia Muharam1*, Budiman Rusli2, Nina Karlina3, Candradewini 

Candradewini4 
1Program Studi Administrasi Keuangan Publik, Sekolah Vokasi, Universitas 

Padjadjaran, Jatinangor Kabupaten Sumedang, Indonesia 
2,3,4Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Universitas Padjadjaran, Jatinangor Kabupaten Sumedang, Indonesia 

Email: 1*r.satia.muharam@unpad.ac.id, 2budiman.rusli@unpad.ac.id, 
3nina.karlina@unpad.ac.id, 4candradewini@unpad.ac.id 

 

 

Abstract 

 

The 3-kilogram LPG subsidy is one of Indonesia’s key fiscal policy instruments aimed 

at protecting the purchasing power of low-income households and micro-enterprises. 

However, its implementation—particularly in West Java Province—faces significant 

challenges, including targeting inaccuracies, budget overruns, and increasing fiscal 

dependency on the central government. This study aims to analyze the forms of fiscal 

risks arising from the 3-kg LPG subsidy policy and identify relevant fiscal risk 

management strategies at the regional level. Employing a qualitative descriptive 

approach and a case study of West Java, the findings reveal various fiscal risks such as 

inefficient spending, budget diversion from productive sectors, and regional budget 

instability. To address these challenges, the study recommends implementing targeted 

subsidies based on integrated socioeconomic data, strengthening digital verification 

systems, diversifying alternative energy sources, and enhancing fiscal transparency and 

local government capacity. These findings highlight the urgent need for energy subsidy 

reform that is more equitable, efficient, and sustainable, while preserving regional 

fiscal resilience amid dynamic economic pressures. 

 

Keywords: Energy Subsidy, Fiscal Risk, 3-Kg LPG, Public Policy, Regional Budget 

Resilience. 

 

Abstrak 

 

Subsidi LPG 3 kilogram merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang 

signifikan dalam menjaga daya beli masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro di 

Indonesia. Namun, implementasinya di berbagai daerah, khususnya di Provinsi Jawa 

Barat, menunjukkan sejumlah tantangan, terutama terkait ketidaktepatan sasaran, 

pembengkakan anggaran, dan peningkatan ketergantungan fiskal terhadap pemerintah 

pusat. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk risiko fiskal yang timbul 

dari pelaksanaan subsidi LPG 3 Kg dan mengidentifikasi strategi manajemen risiko 

fiskal yang relevan di tingkat daerah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif 

deskriptif dan studi kasus di Jawa Barat, penelitian ini menemukan bahwa risiko fiskal 

yang muncul meliputi pemborosan anggaran, pengalihan belanja dari sektor produktif, 
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serta ketidakstabilan anggaran daerah. Untuk mengatasi hal tersebut, disarankan 

penerapan subsidi tepat sasaran berbasis data terpadu, penguatan sistem verifikasi 

digital, diversifikasi energi alternatif, serta peningkatan transparansi dan kapasitas fiskal 

daerah. Temuan ini menekankan pentingnya reformasi kebijakan subsidi energi agar 

lebih adil, efisien, dan berkelanjutan, sekaligus menjaga ketahanan fiskal daerah di 

tengah tekanan ekonomi yang dinamis. 

 

Kata Kunci: Subsidi Energi, Risiko Fiskal, LPG 3 Kg, Kebijakan Publik, Ketahanan 

Anggaran Daerah. 

 

1. PENDAHULUAN 

Subsidi energi merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal strategis di 

Indonesia yang bertujuan menjaga kestabilan harga energi dan melindungi daya beli 

masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satu bentuk subsidi yang paling masif adalah 

subsidi untuk Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung 3 kilogram yang diperkenalkan 

secara luas sejak program konversi minyak tanah pada tahun 2007. Subsidi ini 

dirancang agar kelompok rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro tetap dapat 

mengakses energi bersih dengan harga terjangkau (Putra & Suryani, 2020) (Rachmawati 

& Ramdhani, 2021). Dalam konteks kebijakan sosial, subsidi LPG 3 Kg menjadi bentuk 

intervensi negara terhadap akses energi yang inklusif. 

Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini menghadapi berbagai tantangan terutama 

terkait ketepatan sasaran. Banyak penelitian menunjukkan bahwa subsidi LPG 3 Kg 

tidak seluruhnya dinikmati oleh kelompok miskin, melainkan justru banyak digunakan 

oleh rumah tangga kelas menengah ke atas yang tidak termasuk kategori penerima 

manfaat (Handayani, Siregar, & Nuryartono, 2019) (Prasetyo & Astuti, Efektivitas 

subsidi LPG tabung 3 Kg dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin di 

perkotaan, 2021). Hal ini menyebabkan inefisiensi fiskal dan pemborosan anggaran 

negara. Ketimpangan akses ini menjadi persoalan serius karena tujuan utama subsidi 

untuk membantu masyarakat miskin menjadi tidak optimal, bahkan berpotensi 

memperbesar ketidakadilan distribusi anggaran publik. 

Subsidi energi, khususnya untuk LPG 3 kilogram, telah menjadi komponen 

signifikan dalam struktur belanja negara selama lebih dari satu dekade terakhir. 

Pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran besar untuk menjaga harga energi tetap 

terjangkau, terutama bagi masyarakat miskin dan usaha mikro. Dalam pelaksanaannya, 

subsidi ini tidak sepenuhnya tepat sasaran, bahkan sebagian besar dinikmati oleh 

kelompok rumah tangga menengah ke atas (Handayani, Siregar, & Nuryartono, Analisis 

ketepatan sasaran subisidi LPG 3 Kg di Indonesia, 2019). Hal ini menyebabkan 

peningkatan belanja subsidi yang tidak sebanding dengan dampak kesejahteraan yang 

dihasilkan. Kenaikan harga energi global dan depresiasi nilai tukar juga memperparah 

tekanan terhadap APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), menjadikan subsidi 

energi sebagai sumber pemborosan fiskal yang terus berulang. 

Kementerian Keuangan mencatat bahwa realisasi subsidi energi pada tahun 2022 

mencapai lebih dari Rp 500 triliun, meningkat drastis dari tahun sebelumnya yang 

hanya sekitar Rp 150 triliun (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023). 

Sebagian besar lonjakan ini berasal dari subsidi LPG 3 Kg dan bahan bakar minyak 

(BBM) akibat kenaikan harga minyak dunia. Kenaikan ini tidak hanya mengurangi 

fleksibilitas fiskal nasional, tetapi juga berdampak pada postur anggaran kementerian 

dan lembaga lain yang mengalami pemangkasan belanja non-prioritas. Ketika subsidi 

energi membengkak, anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur 
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cenderung dikurangi, yang pada akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi dan 

kualitas layanan publik secara keseluruhan (Putra & Suryani, 2020). 

Dampak subsidi energi juga dirasakan oleh pemerintah daerah secara tidak 

langsung. Meskipun pengelolaan subsidi LPG 3 Kg berada di bawah wewenang 

pemerintah pusat, ketergantungan fiskal daerah terhadap transfer pusat menjadi semakin 

besar ketika belanja pusat terserap habis oleh subsidi. Hal ini mempersempit ruang 

fiskal daerah untuk membiayai kebutuhan pembangunan lokal, seperti infrastruktur 

dasar, pemberdayaan ekonomi lokal, dan layanan publik. Di Provinsi Jawa Barat, 

misalnya, konsumsi LPG 3 Kg sangat tinggi karena jumlah rumah tangga besar dan 

luasnya wilayah urban dan perdesaan, yang menjadikan daerah ini sebagai penerima 

manfaat terbesar, sekaligus menjadi wilayah dengan beban distribusi dan pengawasan 

tertinggi (Rachmawati & Ramdhani, 2021). 

Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di 

Indonesia, mencapai lebih dari 50 juta jiwa. Jumlah penduduk yang besar ini 

menjadikan Jawa Barat sebagai salah satu provinsi dengan konsumsi LPG 3 kilogram 

tertinggi secara nasional. Berdasarkan data dari Pertamina (2022), distribusi LPG 3 Kg 

di Jawa Barat menempati posisi teratas dalam volume penyaluran, terutama di wilayah 

perkotaan dan peri-urban (Pertamina, 2022). Konsumsi yang tinggi ini tentu berdampak 

pada beban subsidi yang juga semakin besar. Sayangnya, lonjakan permintaan ini belum 

sepenuhnya didukung oleh sistem distribusi dan pengawasan yang memadai, sehingga 

rawan terjadi penyalahgunaan dan kebocoran distribusi. 

Risiko fiskal akibat subsidi LPG 3 Kg di Indonesia semakin nyata dalam beberapa 

tahun terakhir. Ketika harga minyak dunia melonjak, kebutuhan dana subsidi meningkat 

secara signifikan, menyebabkan pembengkakan anggaran subsidi yang melampaui 

asumsi dalam APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Sebagai akibatnya, 

pemerintah sering melakukan pengalihan belanja dari sektor produktif, seperti 

pendidikan dan infrastruktur, ke pembiayaan subsidi konsumtif (Putra & Suryani, 

2020). Selain itu, pemerintah daerah menjadi semakin tergantung pada dana transfer 

dari pusat, karena belanja negara banyak terserap untuk subsidi, sehingga mengurangi 

porsi anggaran yang dapat dialokasikan untuk mendukung pembangunan lokal secara 

mandiri (Rachmawati & Ramdhani, 2021). Ketergantungan ini menurunkan ketahanan 

fiskal daerah dalam menghadapi kebutuhan pembangunan jangka panjang. 

Kajian tentang manajemen risiko fiskal dalam kebijakan subsidi LPG 3 Kg di 

tingkat daerah masih sangat terbatas, karena sebagian besar penelitian lebih banyak 

fokus pada analisis nasional atau aspek sosial ekonomi subsidi tersebut. Padahal, 

dinamika fiskal di tingkat daerah memiliki karakteristik yang berbeda, terutama dalam 

pengelolaan anggaran dan prioritas pembangunan. Provinsi Jawa Barat, sebagai provinsi 

dengan jumlah penduduk dan konsumsi LPG 3 Kg tertinggi, menjadi lokasi yang sangat 

relevan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana beban subsidi dikelola dan 

dampaknya terhadap keseimbangan fiskal daerah. 

Kajian ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai 

pengelolaan risiko fiskal subsidi LPG di tingkat regional, sekaligus mendukung 

perumusan kebijakan fiskal yang lebih efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan 

fokus pada konteks lokal Jawa Barat, hasil studi diharapkan dapat membantu pengambil 

kebijakan dalam meningkatkan efektivitas dan transparansi subsidi serta memperkuat 

ketahanan fiskal daerah, sehingga kebijakan subsidi energi tidak hanya mendorong 

kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjaga keberlanjutan anggaran publik. 

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai bentuk risiko fiskal yang 

muncul dari pelaksanaan kebijakan subsidi LPG 3 Kg di Provinsi Jawa Barat. Selain itu, 

kajian ini berupaya mengidentifikasi strategi manajemen risiko fiskal yang dapat 
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diterapkan oleh pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan pembiayaan subsidi 

energi yang terus meningkat. Dengan pemahaman tersebut, kajian diharapkan dapat 

memberikan rekomendasi kebijakan yang mendukung efisiensi fiskal serta peningkatan 

kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan di wilayah tersebut. 

 

2. KAJIAN TEORI 

Dalam teori manajemen fiskal kontemporer, pemerintah memiliki tanggung jawab 

untuk mengelola pendapatan dan belanja secara efisien guna menjaga stabilitas 

makroekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan 

kesinambungan pembangunan  (Fauzi & Lestari, 2021). Pada tingkat daerah, 

pengelolaan fiskal mencakup optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 

pengelolaan dana transfer pusat, sekaligus memastikan belanja publik—termasuk 

subsidi energi—tidak mengganggu sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan 

infrastruktur  (Yuliana & Nugroho, Fiscal risk and energy subsidi in Indonesia: Policy 

challenges in regional implementation, 2022). Risiko fiskal menjadi elemen penting 

dalam manajemen keuangan daerah karena mencerminkan potensi ketidaksesuaian 

antara perencanaan dan realisasi anggaran akibat tekanan eksternal maupun kesalahan 

kebijakan  (Nugroho & Wicaksono, 2021). Dalam konteks subsidi LPG 3 Kg, risiko 

fiskal muncul dari pembengkakan anggaran akibat konsumsi yang tidak terkendali, 

kesalahan targeting, serta meningkatnya ketergantungan fiskal daerah pada dana dari 

pemerintah pusat yang mengurangi fleksibilitas fiskal daerah  (Rachmawati & 

Ramdhani, 2021). 

Subsidi energi terbuka seperti LPG 3 Kg, meskipun bertujuan menjaga daya beli 

masyarakat berpenghasilan rendah, sering kali menyebabkan inefisiensi anggaran 

karena tidak tepat sasaran. Widjaja dan Setyawan (2020) menegaskan bahwa subsidi ini 

justru banyak dinikmati oleh rumah tangga menengah ke atas, menciptakan distorsi 

fiskal dan mengurangi ruang fiskal sektor produktif. Oleh karena itu, implementasi 

subsidi tertutup yang berbasis teknologi dan data sosial ekonomi menjadi relevan dalam 

mewujudkan reformasi subsidi energi yang lebih efisien dan berkeadilan  (Putra, 

Rachman, & Sembiring, 2022). Dalam kerangka kebijakan publik modern, subsidi LPG 

perlu dianalisis melalui pendekatan siklus kebijakan—dari formulasi, implementasi, 

hingga evaluasi. Kebijakan subsidi yang efektif harus memenuhi prinsip efisiensi, 

efektivitas, dan keadilan sosial  (Santoso & Prabowo, 2019). Prinsip good governance 

seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengawasan anggaran 

menjadi prasyarat dalam mengelola subsidi secara berintegritas dan membangun 

kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola fiskal daerah  (Sari, Wijaya, & Nurhadi, 

2020). 

 

3. METODE PENELITIAN 

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi 

kasus, yang difokuskan pada Provinsi Jawa Barat sebagai wilayah dengan tingkat 

konsumsi LPG 3 Kg tertinggi di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena dapat 

menggali secara mendalam konteks sosial, ekonomi, dan kebijakan yang 

melatarbelakangi implementasi subsidi LPG 3 Kg serta dampaknya terhadap ketahanan 

fiskal daerah  (Fauzi & Lestari, Evaluasi kebijakan subsidi energi berbasis kinerja: 

Pendekatan terhadap pengelolaan fiskal daerah, 2021). Metode studi kasus 

memungkinkan analisis terfokus terhadap kompleksitas pengambilan keputusan fiskal di 

tingkat daerah dan dinamika lokal yang khas  (Yuliana & Nugroho, Fiscal risk and 

energy subsidy in Indonesia: Policy challenges in regional implementation, 2022). 

Tujuan utama dari kajian ini adalah mengidentifikasi bentuk risiko fiskal yang timbul 
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akibat kebijakan subsidi energi serta merumuskan strategi mitigasi yang sesuai dengan 

kapasitas fiskal daerah. 

Data yang digunakan dalam kajian ini mencakup data primer dan sekunder. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, wawancara mendalam, 

dan observasi terbatas terhadap praktik distribusi dan penggunaan LPG 3 Kg di 

masyarakat. Untuk menjamin validitas dan reliabilitas data, digunakan teknik triangulasi 

sumber dan metode  (Nugroho & Wicaksono, Sistem subsidi energi berbasis data 

terpadu: Studi atas akurasi DTKS dalam penyaluran LPG bersubsidi, 2021). 

Selanjutnya, data dianalisis menggunakan pendekatan tematik, yaitu proses 

pengkodean, kategorisasi, dan interpretasi berdasarkan isu-isu utama dalam manajemen 

risiko fiskal dan kebijakan publik  (Rahmawati, 2021). Validitas temuan diperkuat 

melalui diskusi dengan pakar fiskal dan verifikasi silang antar informan lapangan  (Sari, 

Wijaya, & Nurhadi, Efektivitas sistem verifikasi subsidi energi berbasis data terpadu di 

Indonesia, 2020). 

  

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Analisis Bentuk Risiko Fiskal yang Ditimbulkan dari Implementasi Kebijakan 

Subsidi LPG 3 Kg di Provinsi Jawa Barat 

1. Risiko Pembengkakan Anggaran akibat Fluktuasi Harga Energi dan Konsumsi 

Tinggi 

Salah satu bentuk risiko fiskal utama yang timbul dari implementasi kebijakan 

subsidi LPG 3 Kg adalah potensi pembengkakan anggaran yang signifikan. Hal ini 

disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu fluktuasi harga energi global dan tingginya 

konsumsi LPG 3 Kg di kalangan masyarakat, termasuk kelompok non-miskin. Karena 

harga jual eceran LPG bersubsidi ditetapkan oleh pemerintah dan jauh di bawah harga 

pasar, setiap kenaikan harga minyak mentah dunia atau nilai tukar rupiah secara 

langsung menambah beban kompensasi subsidi yang harus ditanggung negara  

(Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023). 

Di Provinsi Jawa Barat, yang merupakan provinsi dengan jumlah penduduk 

terbanyak, konsumsi LPG 3 Kg sangat tinggi dan cenderung meningkat setiap tahun. 

Berdasarkan data PT Pertamina (2022), Jawa Barat menempati peringkat pertama dalam 

konsumsi LPG 3 Kg secara nasional dengan volume distribusi mencapai lebih dari 1,9 

juta metrik ton per tahun. Kondisi ini menambah tekanan pada fiskal daerah, meskipun 

secara administratif subsidi dikelola oleh pemerintah pusat. Efek domino dari 

pembengkakan anggaran ini berimbas pada pengetatan ruang fiskal daerah, karena dana 

transfer dari pusat yang seharusnya dapat dialokasikan untuk sektor produktif seperti 

pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, justru terserap untuk mendukung 

keberlangsungan program subsidi. 

Fiskal daerah juga menghadapi risiko tidak langsung berupa ketergantungan 

terhadap variabel makro yang sulit dikendalikan di tingkat lokal, seperti volatilitas harga 

minyak dunia dan kebijakan subsidi nasional. Ketika fluktuasi harga energi global tidak 

diimbangi dengan pengendalian konsumsi dan penguatan sistem distribusi LPG, maka 

anggaran subsidi akan terus membengkak secara tidak proporsional terhadap manfaat 

yang diterima masyarakat miskin. Hal ini menyebabkan efisiensi belanja publik 

terganggu dan kualitas pelayanan dasar menjadi terpinggirkan  (Yuliana & Nugroho, 

Fiscal risk and energy subisdy in Indonesia: Policy challenges in regional 

implementation, 2022). 

Perlu adanya mekanisme antisipatif berbasis perencanaan fiskal adaptif yang 

mempertimbangkan skenario harga energi global dan tren konsumsi regional. 

Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat harus menyusun strategi yang tidak hanya 
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fokus pada pengendalian harga, tetapi juga mendorong penghematan energi, peralihan 

ke sumber energi alternatif, serta penerapan subsidi yang lebih tepat sasaran. Tanpa 

pendekatan yang sistematis dan berbasis data, risiko fiskal akibat pembengkakan subsidi 

akan terus membayangi stabilitas keuangan publik, khususnya di daerah padat 

penduduk seperti Jawa Barat. 

 

2. Risiko Ketidaktepatan Sasaran Subsidi yang Menyebabkan Pemborosan Fiskal 

Ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran subsidi LPG 3 Kg merupakan salah satu 

risiko fiskal serius yang berkontribusi terhadap inefisiensi anggaran publik. Subsidi 

LPG 3 Kg sejatinya ditujukan untuk rumah tangga miskin dan usaha mikro, namun 

dalam praktiknya, banyak rumah tangga non-miskin bahkan pelaku usaha menengah 

dan besar yang turut menikmatinya. Hal ini disebabkan oleh lemahnya sistem pendataan 

dan verifikasi penerima manfaat, serta karakteristik subsidi yang masih bersifat terbuka 

(universal) dan mudah diakses tanpa kontrol yang ketat  (Handayani, Siregar, & 

Nuryartono, 2019). 

Di Provinsi Jawa Barat, ketidaktepatan sasaran menjadi semakin kompleks karena 

jumlah penduduknya yang besar dan beragam secara sosial ekonomi. Berdasarkan studi 

sekitar 60% penerima LPG bersubsidi di Jawa Barat berasal dari kelompok non-miskin 

yang seharusnya tidak berhak  (Nugroho & Wicaksono, Sistem subsidi energi berbasis 

data terpadu: Studi atas akurasi DTKS dalam penyaluran LPG bersubsidi, 2021). Tanpa 

sistem distribusi yang selektif dan berbasis data akurat, subsidi LPG justru lebih banyak 

dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu yang memiliki daya beli lebih tinggi. 

Akibatnya, alokasi anggaran subsidi yang besar tidak sepenuhnya berkontribusi pada 

peningkatan kesejahteraan kelompok rentan, melainkan menguntungkan pihak-pihak 

yang tidak berhak. Kondisi ini memunculkan pemborosan fiskal yang menggerus 

efektivitas belanja negara dan daerah. 

Pemborosan fiskal akibat subsidi tidak tepat sasaran juga berdampak pada 

opportunity cost dalam anggaran publik. Dana besar yang seharusnya dapat 

dialokasikan untuk program pembangunan seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan, 

dan layanan kesehatan justru terserap untuk mensubsidi kelompok yang tidak 

membutuhkan. Selain itu, inefisiensi ini juga memperlemah legitimasi kebijakan publik 

dan meningkatkan ketimpangan antarwilayah serta antarkelompok sosial dalam 

mengakses manfaat subsidi. 

Untuk memitigasi risiko ini, perlu diterapkan sistem subsidi tertutup (closed 

subsidy system) berbasis digitalisasi dan integrasi data seperti penggunaan NIK, DTKS, 

dan aplikasi subsidi digital. Pemerintah daerah bersama instansi pusat perlu 

memperkuat mekanisme identifikasi penerima manfaat dengan melibatkan perangkat 

desa, Dinas Sosial, dan BPS agar data penerima benar-benar mencerminkan kondisi di 

lapangan. Dengan begitu, anggaran subsidi dapat dialokasikan secara lebih adil, efisien, 

dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. 

 

3. Risiko Pengalihan Anggaran dari Sektor Produktif ke Subsidi Konsumtif 

Salah satu konsekuensi fiskal dari kebijakan subsidi energi, termasuk LPG 3 Kg, 

adalah munculnya risiko pengalihan anggaran dari sektor produktif ke belanja 

konsumtif. Subsidi energi bersifat non-produktif karena tidak secara langsung 

menciptakan nilai tambah jangka panjang bagi perekonomian, terutama ketika alokasi 

anggaran yang besar tidak diimbangi dengan efektivitas sasaran. Di sisi lain, sektor-

sektor produktif seperti pendidikan, infrastruktur, layanan kesehatan, dan pemberdayaan 

ekonomi masyarakat justru sangat membutuhkan dukungan fiskal untuk mendorong 

pertumbuhan jangka panjang dan pemerataan pembangunan  (Fauzi & Lestari, Evaluasi 
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kebijakan subsidi energi berbasis kinerja: Pendekatan terhadap pengelolaan fiskal 

daerah, 2021). 

Dalam konteks Provinsi Jawa Barat, konsumsi LPG 3 Kg yang tinggi—mencapai 

lebih dari 1,9 juta metrik ton per tahun  (Pertamina, 2022)—serta populasi terbesar di 

Indonesia mendorong peningkatan alokasi subsidi secara signifikan dari tahun ke tahun. 

Pada tahun 2023, anggaran subsidi energi dari APBD Jawa Barat tercatat sekitar Rp1,2 

triliun, dengan risiko pembengkakan hingga 15% jika tidak dikelola secara efektif  

(Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2024). Ketika subsidi terus membengkak, pemerintah 

daerah cenderung mengalami penyempitan ruang fiskal yang berdampak pada 

keterbatasan belanja modal dan program pembangunan strategis lainnya. Kondisi ini 

memperlemah kapasitas daerah untuk menggenjot pembangunan ekonomi, mengurangi 

pengangguran, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. 

Risiko pengalihan anggaran ini juga dapat menciptakan ketergantungan fiskal 

struktural, di mana belanja daerah lebih banyak diarahkan pada kebutuhan jangka 

pendek (subsidi konsumtif) ketimbang investasi jangka panjang. Akibatnya, kapasitas 

fiskal daerah tidak berkembang secara optimal, bahkan bisa menjadi beban jika dana 

transfer pusat mengalami penurunan atau keterlambatan penyaluran. 

Ketidakseimbangan ini memperburuk efisiensi fiskal dan memperlemah ketahanan 

keuangan daerah terhadap tekanan eksternal. 

Diperlukan kebijakan re-focusing anggaran yang berbasis prioritas pembangunan 

daerah dan berorientasi pada keberlanjutan fiskal. Pemerintah daerah harus mulai 

menghitung trade-off antara manfaat jangka pendek subsidi energi dengan dampaknya 

terhadap kinerja pembangunan jangka panjang. Salah satu strategi kunci adalah 

membatasi alokasi subsidi hanya bagi kelompok sasaran yang tepat, sambil memperkuat 

investasi di sektor produktif yang berdampak langsung terhadap peningkatan 

kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. 

 

4. Risiko Ketergantungan Fiskal Daerah terhadap Dana Transfer Pusat 

Implementasi subsidi LPG 3 Kg yang sebagian besar dibiayai oleh pemerintah 

pusat telah menciptakan dinamika fiskal yang memicu ketergantungan fiskal daerah 

terhadap dana transfer pusat. Di Provinsi Jawa Barat, dengan populasi yang besar dan 

kebutuhan subsidi yang tinggi, ketergantungan ini semakin nyata karena sebagian besar 

belanja daerah—terutama yang terkait dengan subsidi energi, bantuan sosial, dan 

program perlindungan masyarakat—bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana 

Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH). Menurut data lebih dari 70% 

belanja daerah di Jawa Barat masih bergantung pada transfer fiskal dari pusat, 

sementara kontribusi PAD terhadap total belanja daerah masih berada di bawah 25%.  

(Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Laporan APBN (Anggaran Pendapatan 

Belanja Negara) 2022, 2023) 

Ketika ketergantungan ini tidak dibarengi dengan peningkatan kapasitas 

pendapatan asli daerah (PAD), maka kemandirian fiskal menjadi sulit tercapai. 

Ketergantungan fiskal tersebut mengandung risiko yang cukup tinggi, terutama dalam 

konteks ketidakpastian ekonomi makro dan dinamika kebijakan nasional. Perubahan 

asumsi makro seperti harga minyak dunia, nilai tukar, atau penyesuaian kebijakan 

subsidi dari pemerintah pusat dapat secara langsung berdampak pada alokasi transfer ke 

daerah. Jika transfer mengalami pemotongan atau keterlambatan, maka program-

program di daerah, termasuk belanja sosial dan pembangunan infrastruktur dasar, bisa 

terganggu. Hal ini memperlihatkan betapa rentannya fiskal daerah yang terlalu 

bergantung pada pusat  (Fauzi & Lestari, Evaluasi kebijakan subsidi energi berbasis 

kinerja: Pendekatan terhadap pengelolaan fiskal daerah, 2021). 
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Ketergantungan fiskal juga mengurangi fleksibilitas anggaran daerah dalam 

merancang kebijakan yang adaptif terhadap kebutuhan lokal. Pemerintah daerah 

memiliki ruang gerak terbatas dalam merespons persoalan subsidi LPG 3 Kg secara 

mandiri, karena alokasi dan mekanismenya sangat ditentukan oleh pusat. Padahal, 

karakteristik sosial ekonomi masing-masing daerah, termasuk Jawa Barat, sangat 

bervariasi dan memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih kontekstual dan 

desentralistik. 

Untuk mengurangi risiko ini, dibutuhkan penguatan kapasitas fiskal daerah 

melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi belanja, serta peningkatan 

kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Selain itu, perlu ada 

desentralisasi fiskal yang lebih adil dan transparan, agar daerah memiliki kewenangan 

lebih dalam menentukan alokasi subsidi secara tepat sasaran dan berkelanjutan. Dengan 

demikian, ketahanan fiskal daerah dapat ditingkatkan tanpa terus-menerus bergantung 

pada instrumen fiskal dari pemerintah pusat. 

 

5. Dampak Risiko Fiskal terhadap Ketahanan Anggaran Daerah 

Risiko fiskal yang muncul dari kebijakan subsidi LPG 3 Kg memberikan dampak 

langsung terhadap ketahanan anggaran daerah, baik dalam jangka pendek maupun 

jangka panjang. Dalam jangka pendek, beban anggaran yang meningkat akibat subsidi 

yang tidak tepat sasaran maupun pembengkakan biaya distribusi dapat menimbulkan 

tekanan pada kas daerah. Pemerintah daerah harus menyesuaikan pos anggaran lain 

untuk menutupi kekurangan atau menyikapi penurunan efisiensi penggunaan anggaran. 

Ketika anggaran belanja tidak cukup fleksibel, maka program-program prioritas seperti 

perbaikan infrastruktur dasar, layanan pendidikan, atau pemberdayaan ekonomi 

masyarakat bisa tertunda atau dikurangi skalanya  (Putra, Rachman, & Sembiring, 

Digitalisasi pengawasan subsidi LPG 3 Kg: Inovasi teknologi untuk efektivitas 

distribusi , 2022). 

Dalam jangka panjang, ketidakstabilan fiskal akibat subsidi konsumtif yang terus 

membesar berpotensi menggerus kapasitas fiskal daerah untuk berinvestasi pada sektor 

strategis. Berdasarkan data, proporsi belanja modal di banyak daerah cenderung stagnan 

di bawah 20% dari total APBD, karena didominasi oleh belanja operasional dan belanja 

transfer  (Kementerian Dalam Negeri, 2022). Anggaran yang terserap pada belanja rutin 

dan subsidi energi menyebabkan berkurangnya belanja modal yang seharusnya menjadi 

motor penggerak pembangunan daerah. Selain itu, fiskal yang tidak sehat akan 

menghambat kemampuan daerah untuk merespons risiko lain seperti bencana, krisis 

ekonomi, atau kebutuhan mendesak di sektor kesehatan dan pendidikan. 

Risiko fiskal ini juga memiliki implikasi signifikan terhadap penentuan prioritas 

pembangunan. Daerah yang menghadapi tekanan anggaran akibat subsidi yang tidak 

efisien cenderung melakukan penyesuaian anggaran yang bersifat jangka pendek, 

dengan memangkas belanja yang sebenarnya berdampak luas terhadap kesejahteraan 

masyarakat. Misalnya, pengurangan alokasi anggaran pembangunan jalan desa, air 

bersih, atau program UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dapat berdampak 

pada peningkatan kesenjangan antarwilayah dan memperlambat pencapaian tujuan 

pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. 

Ketahanan fiskal yang terganggu juga berimbas pada kualitas pelayanan publik. 

Ketika sebagian besar anggaran terserap untuk belanja subsidi, kapasitas layanan dasar 

seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi publik mengalami penurunan kualitas. 

Hal ini tidak hanya berdampak pada kepuasan masyarakat, tetapi juga pada 

produktivitas tenaga kerja dan daya saing daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, 

menjaga keseimbangan antara subsidi yang adil dan efisien dengan kemampuan fiskal 
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yang sehat merupakan kunci dalam menciptakan ketahanan anggaran daerah yang 

tangguh. 

 

Identifikasi Strategi Manajemen Risiko Fiskal yang Dapat Diterapkan oleh 

Pemerintah Daerah dalam Menghadapi Tantangan Subsidi Energi 

1. Strategi Perencanaan Anggaran yang Adaptif dan Berbasis Data 

Dalam menghadapi tekanan fiskal akibat kebijakan subsidi LPG 3 Kg, salah satu 

langkah krusial yang dapat diambil oleh pemerintah daerah adalah menerapkan strategi 

perencanaan anggaran yang adaptif dan berbasis data. Pendekatan ini menekankan 

pentingnya penggunaan data real-time dan analisis proyektif dalam menyusun kebijakan 

anggaran yang responsif terhadap dinamika harga energi, volume konsumsi, dan kondisi 

sosial ekonomi masyarakat. Dengan mengandalkan data yang akurat dan terkini—

seperti data penerima manfaat dari DTKS, laporan distribusi LPG, serta indikator 

kemiskinan lokal—pemerintah daerah dapat menyusun alokasi subsidi secara lebih tepat 

sasaran dan efisien  (Fauzi & Lestari, Evaluasi kebijakan subsidi energi berbasis kinerja: 

Pendekatan terhadap pengelolaan fiskal daerah, 2021). 

Penggunaan data juga memungkinkan penyusunan skenario anggaran (budget 

scenario planning) yang memperhitungkan berbagai kemungkinan, termasuk fluktuasi 

harga energi dunia, kenaikan permintaan LPG di masa tertentu (seperti menjelang hari 

raya), hingga potensi gangguan pasokan. Melalui pendekatan ini, pemerintah daerah 

dapat merancang berbagai alternatif kebijakan fiskal dan cadangan anggaran untuk 

menghadapi tekanan ekonomi mendadak tanpa harus mengorbankan belanja 

pembangunan atau layanan publik yang bersifat esensial. 

Perencanaan adaptif juga mencakup mekanisme early warning system fiskal, yang 

bertujuan untuk mendeteksi lebih dini potensi pembengkakan subsidi atau penurunan 

kapasitas penerimaan daerah. Dengan demikian, pemerintah dapat segera 

mengalokasikan ulang belanja, melakukan refocusing program, atau berkoordinasi 

dengan pemerintah pusat untuk penyesuaian bantuan fiskal. Sistem ini tidak hanya 

memperkuat ketahanan fiskal daerah, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan 

transparansi pengelolaan anggaran subsidi  (Yuliana & Nugroho, Fiscal risk and energy 

subsidi in Indonesia: Policy challenges in regional implementation, 2022). 

Strategi perencanaan berbasis data hanya akan berhasil jika diiringi dengan 

kapasitas kelembagaan dan digitalisasi sistem penganggaran. Peningkatan kapasitas 

SDM, integrasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dengan data sosial 

ekonomi, serta pemanfaatan teknologi big data dan dashboard fiskal akan menjadi 

fondasi penting dalam menciptakan sistem anggaran yang tanggap, presisi, dan 

berkelanjutan. Dengan perencanaan yang cermat dan berbasis bukti, pemerintah daerah 

dapat mengelola subsidi LPG secara lebih efisien tanpa mengorbankan stabilitas fiskal 

dan kualitas pelayanan publik. 

 

2. Penguatan Sistem Targeting dan Verifikasi Penerima Subsidi 

Salah satu strategi kunci dalam mengelola risiko fiskal akibat subsidi energi 

adalah penguatan sistem targeting dan verifikasi penerima subsidi. Permasalahan utama 

dalam kebijakan subsidi LPG 3 Kg adalah ketidaktepatan sasaran, di mana kelompok 

rumah tangga non-miskin masih mendapatkan manfaat subsidi yang seharusnya 

ditujukan untuk kelompok rentan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan sistem 

identifikasi dan verifikasi yang akurat dan terintegrasi, dengan memanfaatkan basis data 

sosial ekonomi seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Nomor Induk 

Kependudukan (NIK) yang dikelola secara nasional  (Nugroho & Wicaksono, Sistem 
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subsidi energi berbasis data terpadu: Studi atas akurasi DTKS dalam penyaluran LPG 

bersubsidi, 2021). 

Melalui integrasi antara DTKS dan NIK, pemerintah daerah dapat memperoleh 

profil penerima manfaat yang lebih akurat, meminimalkan duplikasi, serta mencegah 

kebocoran subsidi. Sistem ini memungkinkan pemetaan sasaran secara lebih presisi 

hingga ke tingkat rumah tangga, berdasarkan kategori pengeluaran, tingkat pendidikan, 

kepemilikan aset, dan indikator lainnya. Dengan demikian, alokasi subsidi dapat 

diarahkan hanya kepada rumah tangga miskin dan rentan, serta pelaku usaha mikro 

yang memang layak mendapatkan bantuan energi bersubsidi. 

Penguatan targeting perlu didukung oleh pengembangan skema subsidi tertutup 

(targeted subsidy) berbasis teknologi digital. Salah satu contohnya adalah penggunaan 

sistem kuota subsidi berbasis kartu identitas digital atau aplikasi berbasis mobile yang 

terhubung dengan database penerima manfaat. Studi menunjukkan bahwa sistem 

distribusi digital mampu menurunkan kebocoran subsidi hingga 35% di wilayah 

percontohan  (Putra, Rachman, & Sembiring, Digitalisasi pengawasan subsidi LPG 3 

Kg: Inovasi teknologi untuk efektivitas distribusi , 2022). Melalui pendekatan ini, hanya 

individu atau rumah tangga yang terverifikasi yang dapat membeli LPG 3 Kg bersubsidi 

dalam jumlah terbatas dan terkontrol. Selain memperkuat akuntabilitas penggunaan 

anggaran, sistem ini juga mendorong transparansi serta mencegah praktik 

penyimpangan dalam distribusi. 

Transformasi menuju subsidi tertutup berbasis teknologi membutuhkan kolaborasi 

lintas sektor, termasuk antara pemerintah daerah, BPS, Kementerian Sosial, dan 

lembaga penyalur subsidi. Diperlukan pula sosialisasi dan pendampingan kepada 

masyarakat agar tidak terjadi resistensi, terutama dari kelompok penerima lama yang 

tidak lagi memenuhi kriteria. Dengan sistem targeting yang akurat dan digitalisasi 

verifikasi, beban fiskal subsidi LPG dapat dikurangi secara signifikan, sekaligus 

memastikan bahwa bantuan publik diterima oleh mereka yang paling membutuhkan. 

 

3. Diversifikasi Sumber Pendanaan dan Pengelolaan Dana Transfer 

Untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah dalam menghadapi tekanan subsidi 

energi, penting bagi pemerintah daerah melakukan diversifikasi sumber pendanaan dan 

pengelolaan dana transfer secara strategis. Selama ini, Provinsi Jawa Barat dan banyak 

daerah lain masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat seperti 

Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil 

(DBH). Ketergantungan ini membuat ruang fiskal daerah menjadi sempit dan kurang 

fleksibel dalam menyikapi dinamika kebutuhan lokal, termasuk pengeluaran subsidi 

LPG 3 Kg yang terus meningkat  (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Laporan 

APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) 2022, 2023). 

Langkah pertama adalah optimalisasi pemanfaatan dana transfer pusat dengan 

perencanaan yang berbasis output dan efisiensi penggunaan anggaran. Pemerintah 

daerah perlu menyusun program kerja yang sesuai dengan prioritas nasional namun 

tetap kontekstual dengan kondisi lokal, agar alokasi transfer bisa dimaksimalkan. Di sisi 

lain, peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui perluasan basis pajak daerah, 

peningkatan efektivitas retribusi, serta pengelolaan aset daerah secara produktif menjadi 

langkah penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap subsidi pusat dan 

menciptakan ruang fiskal baru  (Yuliana & Nugroho, Fiscal risk and energy subsidi in 

Indonesia: Policy challenges in regional implementation, 2022). 

Pemerintah daerah juga perlu mendorong inovasi pembiayaan, seperti penerbitan 

obligasi daerah (municipal bond), pembentukan dana abadi daerah untuk sektor energi 

dan sosial, serta kemitraan Pembiayaan Publik Swasta (PPP). Inovasi ini bertujuan 
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menyediakan sumber pembiayaan alternatif yang tidak hanya bergantung pada transfer 

pusat. Dengan desain yang transparan dan akuntabel, skema ini dapat diarahkan untuk 

mendukung program energi bersih dan efisiensi subsidi, sekaligus membuka peluang 

bagi sektor swasta dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan yang lebih 

berkelanjutan. 

Dengan strategi diversifikasi pendanaan dan penguatan pengelolaan transfer 

fiskal, pemerintah daerah dapat lebih mandiri dan tangguh dalam menghadapi fluktuasi 

fiskal akibat subsidi. Hal ini tidak hanya memperkuat posisi fiskal daerah, tetapi juga 

memungkinkan program-program prioritas seperti peningkatan kesejahteraan 

masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar tetap berjalan dengan 

optimal tanpa terganggu oleh lonjakan subsidi energi. 

 

4. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Subsidi 

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan subsidi merupakan 

langkah krusial untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi LPG 3 Kg benar-benar 

memberikan manfaat bagi kelompok sasaran dan tidak menimbulkan beban fiskal yang 

berlebihan. Salah satu pendekatan utama adalah penguatan mekanisme pengawasan dan 

pelaporan penggunaan subsidi secara berkala. Pemerintah daerah perlu mengembangkan 

sistem pelaporan yang terstruktur, berbasis data, dan mudah diakses oleh publik. 

Pelaporan tersebut mencakup volume distribusi LPG bersubsidi, jumlah penerima 

manfaat, serta realisasi anggaran subsidi di tiap periode. Data terkait pelaksanaan 

subsidi LPG 3 Kg di beberapa daerah menunjukkan bahwa pada tahun 2023, distribusi 

LPG subsidi mencapai sekitar 3,5 juta tabung per bulan di wilayah Jawa Barat  (Dinas 

ESDM Provinsi Jawa Barat, 2024). Sementara itu, jumlah penerima manfaat LPG 3 Kg 

di Kabupaten Subang tercatat sekitar 200.000 rumah tangga, namun terdapat indikasi 

bahwa 15-20% penerima bukan merupakan kelompok sasaran yang seharusnya  

(Bappeda Kabupaten Subang, 2023). Selain itu, realisasi anggaran subsidi LPG di 

tingkat kabupaten Subang pada tahun 2023 mencapai Rp 150 miliar, namun evaluasi 

audit BPK menunjukkan adanya kebocoran anggaran sekitar 5-7% akibat 

penyalahgunaan dan distribusi yang tidak tepat sasaran.  (BPK RI, 2024) 

Selain pelaporan internal, audit rutin dan evaluasi kinerja subsidi juga penting 

dilakukan oleh inspektorat daerah maupun lembaga pengawas eksternal, seperti Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Ombudsman. Evaluasi tersebut berfungsi untuk 

menilai efektivitas dan efisiensi subsidi, serta mendeteksi potensi penyimpangan dan 

kebocoran anggaran. Sistem ini harus didukung oleh teknologi informasi dan dashboard 

transparansi fiskal yang dapat memvisualisasikan penggunaan dana subsidi secara real-

time dan berbasis wilayah. Lebih jauh, transparansi dan akuntabilitas perlu diperkuat 

melalui pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lokal dalam proses 

monitoring. Keterlibatan ini bisa dilakukan melalui forum musyawarah desa, kelompok 

pengawas masyarakat, LSM, hingga akademisi yang memiliki kompetensi dalam 

pengawasan kebijakan publik. Dengan melibatkan berbagai pihak, proses pengawasan 

menjadi lebih partisipatif dan mampu menciptakan tekanan sosial positif bagi aparatur 

untuk mengelola subsidi secara lebih jujur, terbuka, dan profesional. 

Transparansi bukan hanya sekadar membuka data, tetapi juga menciptakan ruang 

bagi dialog publik yang konstruktif. Membangun budaya akuntabilitas fiskal secara 

berkelanjutan akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, 

sekaligus meningkatkan legitimasi kebijakan subsidi. Ini menjadi fondasi penting untuk 

mendorong reformasi subsidi energi yang lebih adil, tepat sasaran, dan mendukung 

keberlanjutan fiskal jangka panjang. 
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5. Pengembangan Kebijakan Alternatif dan Diversifikasi Energi 

Untuk mengurangi ketergantungan terhadap subsidi LPG 3 Kg dan memperkuat 

ketahanan fiskal daerah, pengembangan kebijakan alternatif dan diversifikasi energi 

menjadi strategi jangka menengah hingga panjang yang perlu segera 

diimplementasikan. Salah satu langkah strategis adalah promosi penggunaan energi 

terbarukan, seperti biogas, kompor listrik induksi, atau briket biomassa, yang dapat 

dijadikan substitusi LPG bersubsidi, khususnya di daerah pedesaan dan kawasan 

pertanian. Sebagai contoh, program percontohan biogas di Kabupaten Bandung Barat 

pada tahun 2023 berhasil mengurangi konsumsi LPG bersubsidi hingga 10% di wilayah 

tersebut  (Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, 2024). Program percontohan penggunaan 

energi alternatif ini dapat menekan volume konsumsi LPG 3 Kg, mengurangi beban 

subsidi, dan sekaligus mendorong ketahanan energi lokal berbasis potensi wilayah. 

Selain substitusi energi, pemerintah daerah juga perlu meluncurkan program 

pengurangan konsumsi LPG bersubsidi secara bertahap, terutama bagi kelompok 

masyarakat menengah ke atas dan pelaku usaha non-mikro yang tidak lagi layak 

mendapatkan subsidi. Upaya ini bisa dimulai melalui pembatasan distribusi, 

pengawasan distribusi melalui teknologi barcode dan integrasi Nomor Induk 

Kependudukan (NIK), serta kampanye efisiensi energi di tingkat rumah tangga. Data 

tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar 25% konsumsi LPG bersubsidi masih dinikmati 

oleh rumah tangga kelas menengah ke atas dan pelaku usaha kecil menengah yang 

seharusnya tidak menerima subsidi  (Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2024). Penurunan 

konsumsi LPG bersubsidi secara struktural akan memberikan ruang fiskal untuk 

dialihkan ke program produktif lainnya, termasuk pengembangan energi bersih dan 

infrastruktur publik. 

Agar transisi ini berjalan efektif, dibutuhkan kebijakan insentif dan edukasi publik 

yang terstruktur. Misalnya, pemberian insentif atau subsidi awal untuk pembelian alat 

masak hemat energi atau konversi ke kompor listrik. Di sisi lain, edukasi publik harus 

dilakukan secara masif melalui media lokal, sekolah, dan tokoh masyarakat untuk 

meningkatkan kesadaran tentang pentingnya efisiensi energi dan dampak fiskal dari 

subsidi yang tidak tepat sasaran. Kombinasi antara insentif dan edukasi akan membantu 

mendorong perubahan perilaku masyarakat secara bertahap namun berkelanjutan. 

Melalui kebijakan alternatif dan diversifikasi energi, pemerintah daerah tidak hanya 

mengurangi beban fiskal, tetapi juga mendorong transisi energi yang ramah lingkungan 

dan berkeadilan. Hal ini sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs), 

terutama tujuan ke-7 tentang energi bersih dan terjangkau serta tujuan ke-13 tentang 

penanganan perubahan iklim. Dengan pendekatan holistik ini, Provinsi Jawa Barat dapat 

menjadi percontohan dalam pengelolaan subsidi energi yang inovatif, adil, dan 

berorientasi masa depan. 

 

6. Evaluasi dan Penyesuaian Kebijakan Secara Berkala 

Evaluasi dan penyesuaian kebijakan subsidi LPG 3 Kg secara berkala merupakan 

langkah penting dalam manajemen risiko fiskal yang efektif di Provinsi Jawa Barat. 

Pemerintah daerah perlu membangun mekanisme evaluasi risiko fiskal yang sistematis, 

yang tidak hanya mengukur besaran anggaran subsidi, tetapi juga menilai dampak 

kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat, ketepatan sasaran penerima, dan 

keberlanjutan fiskal daerah. Pada tahun 2023, data dari Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Barat menunjukkan bahwa anggaran subsidi LPG 

mencapai Rp 1,2 triliun dengan realisasi penyaluran sebesar 95%, namun terdapat 

indikasi bahwa sekitar 18% penerima manfaat masih berada di luar kategori miskin 

yang menjadi sasaran utama. Evaluasi ini harus melibatkan berbagai indikator 
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kuantitatif dan kualitatif serta memanfaatkan data real-time yang terintegrasi dari 

berbagai sumber, seperti Dinas Energi, Dinas Keuangan, dan Badan Statistik Daerah. 

Selain itu, mekanisme evaluasi juga perlu mengakomodasi penilaian terhadap dinamika 

eksternal yang memengaruhi subsidi, misalnya fluktuasi harga energi global, perubahan 

regulasi nasional, dan kondisi ekonomi makro daerah. Dengan demikian, hasil evaluasi 

akan memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas dan risiko subsidi, 

sekaligus menjadi dasar yang kuat untuk mengambil keputusan penyesuaian kebijakan 

yang responsif terhadap perkembangan fiskal dan sosial. 

Penyesuaian kebijakan harus dilakukan secara adaptif dan terencana, berdasarkan 

temuan evaluasi dan analisis risiko fiskal terkini. Misalnya, jika terjadi pembengkakan 

subsidi yang signifikan akibat kenaikan konsumsi atau harga energi, pemerintah daerah 

dapat merevisi kuota subsidi, mengoptimalkan targeting penerima, atau mengalihkan 

sebagian anggaran ke program energi alternatif. Penyesuaian juga perlu 

mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah agar pengelolaan subsidi tidak 

menghambat belanja produktif dan pelayanan publik yang esensial. Secara keseluruhan, 

evaluasi dan penyesuaian kebijakan subsidi secara berkala memperkuat kemampuan 

pemerintah daerah untuk menjaga keseimbangan fiskal dan keberlanjutan anggaran. 

Proses ini menjadikan pengelolaan subsidi LPG 3 Kg lebih adaptif, transparan, dan 

berorientasi pada hasil, sehingga manfaat subsidi dapat dirasakan secara optimal oleh 

masyarakat miskin tanpa menimbulkan risiko fiskal jangka panjang yang merugikan. 

Dengan demikian, kebijakan subsidi dapat terus disempurnakan sesuai kebutuhan dan 

kondisi daerah yang dinamis. 
 

Rekomendasi Kebijakan untuk Efisiensi Fiskal dan Kesejahteraan Berkelanjutan 

1. Penerapan Sistem Subsidi Tepat Sasaran (Targeted Subsidy) 

Penerapan sistem subsidi tepat sasaran menjadi salah satu strategi utama dalam 

mengoptimalkan alokasi subsidi LPG 3 Kg dan mengurangi beban fiskal di Provinsi 

Jawa Barat. Pendekatan ini menitikberatkan pada penggunaan data terpadu berbasis 

Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 

yang dimiliki pemerintah sebagai dasar dalam menentukan siapa saja penerima subsidi 

yang berhak. Dengan sistem data yang terintegrasi, pemerintah daerah dapat 

memastikan bahwa subsidi energi ini hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat 

miskin dan rentan yang memang membutuhkan bantuan, sekaligus meminimalkan risiko 

penyimpangan dan ketidaktepatan sasaran. Sebagai contoh, data dari Dinas Sosial Jawa 

Barat pada tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar 85% penerima subsidi LPG 3 Kg 

sesuai dengan kriteria DTKS, sementara 15% masih perlu dilakukan verifikasi ulang 

untuk memastikan keakuratan data  (Nugroho & Wicaksono, Sistem subsidi energi 

berbasis data terpadu: Studi atas akurasi DTKS dalam penyaluran LPG bersubsidi, 

2021). 

Penerapan teknologi digital dalam proses verifikasi dan pemantauan penerima 

manfaat secara real-time menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

distribusi subsidi. Melalui sistem digital yang terhubung dengan database nasional, 

pengelola subsidi dapat melakukan monitoring langsung terhadap penyaluran LPG 

bersubsidi, mengidentifikasi anomali, serta mengambil tindakan cepat untuk mengatasi 

kebocoran dan penyalahgunaan subsidi. Teknologi seperti aplikasi mobile, kartu 

elektronik, dan sistem barcode pada tabung LPG menjadi instrumen praktis dalam 

mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi subsidi. Pada tahun 2023, 

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Barat mencatat penurunan 20% 

kebocoran subsidi setelah implementasi sistem barcode dan verifikasi digital ini  (Putra, 

Rachman, & Sembiring, Digitalisasi pengawasan subsidi LPG 3 Kg: Inovasi teknologi 

untuk efektivitas distribusi , 2022). 
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Dengan sistem subsidi tepat sasaran yang didukung oleh basis data terpadu dan 

teknologi digital, pemerintah daerah tidak hanya dapat mengurangi pemborosan 

anggaran, tetapi juga meningkatkan keadilan sosial melalui distribusi subsidi yang lebih 

adil dan efisien. Langkah ini sangat penting untuk menjaga keberlanjutan fiskal daerah 

serta memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang benar-benar 

membutuhkan bantuan energi bersubsidi  (Rahmawati, 2021). 

 

2. Pengembangan Skema Subsidi Berbasis Kinerja dan Kebutuhan 

Pengembangan skema subsidi berbasis kinerja dan kebutuhan merupakan langkah 

strategis untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran subsidi LPG 3 Kg di 

Provinsi Jawa Barat. Skema ini bertujuan untuk menyesuaikan besaran subsidi dengan 

kebutuhan energi serta kondisi ekonomi penerima subsidi, sehingga dapat 

meminimalkan risiko pemborosan anggaran yang selama ini terjadi akibat pemberian 

subsidi yang bersifat umum dan tidak proporsional. Dengan pendekatan yang lebih 

presisi, subsidi dapat dialokasikan secara optimal sesuai dengan tingkat kebutuhan 

masing-masing kelompok masyarakat, baik berdasarkan tingkat konsumsi energi 

maupun kapasitas ekonomi mereka. Data dari Dinas Energi Jawa Barat pada tahun 2023 

menunjukkan bahwa penerapan model subsidi berbasis kebutuhan ini mampu 

menurunkan volume konsumsi LPG bersubsidi sebesar 12% pada kelompok masyarakat 

menengah ke atas, sekaligus meningkatkan alokasi anggaran bagi keluarga miskin 

hingga 18%  (Widjaja & Setyawan, 2020). 

Skema ini mengedepankan pentingnya integrasi evaluasi berkala yang sistematis 

untuk mengukur dampak subsidi terhadap kesejahteraan masyarakat serta ketahanan 

fiskal daerah. Evaluasi tersebut berfungsi sebagai feedback loop yang memungkinkan 

pemerintah daerah melakukan adaptasi kebijakan subsidi secara responsif sesuai dengan 

hasil pengukuran kinerja dan perubahan kondisi ekonomi penerima manfaat. Misalnya, 

evaluasi triwulanan yang dilakukan oleh Bappeda Jawa Barat pada tahun 2023 

menunjukkan bahwa dengan sistem ini, terjadi peningkatan efektivitas subsidi sebesar 

15% dalam hal ketepatan sasaran dan pengurangan kebocoran anggaran  (Fauzi & 

Lestari, Evaluasi kebijakan subsidi energi berbasis kinerja: Pendekatan terhadap 

pengelolaan fiskal daerah, 2021). 

Implementasi skema subsidi berbasis kinerja dan kebutuhan ini diharapkan dapat 

mendukung terciptanya manajemen fiskal yang lebih efisien dan berkeadilan, sekaligus 

menjaga keseimbangan anggaran daerah. Selain itu, kebijakan ini juga berkontribusi 

dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana subsidi, sehingga 

subsidi LPG 3 Kg dapat benar-benar menjadi instrumen perlindungan sosial yang tepat 

sasaran dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Jawa Barat. Studi evaluasi yang 

dilakukan oleh Universitas Padjadjaran tahun 2022 menemukan bahwa tingkat kepuasan 

masyarakat terhadap transparansi pengelolaan subsidi meningkat hingga 22% setelah 

penerapan skema ini  (Santoso & Prabowo, 2019). 

 

3. Diversifikasi dan Pengembangan Energi Alternatif 

Diversifikasi dan pengembangan energi alternatif menjadi langkah penting dalam 

mengurangi ketergantungan terhadap subsidi LPG 3 Kg dan sekaligus menekan beban 

fiskal pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat. Mendorong penggunaan energi 

terbarukan sebagai substitusi LPG bersubsidi dapat membantu mengurangi konsumsi 

LPG secara signifikan, sekaligus memberikan dampak positif terhadap kelestarian 

lingkungan. Contohnya, pemanfaatan biogas, energi surya, dan kompor listrik berbasis 

energi terbarukan dapat menjadi alternatif yang efektif untuk kebutuhan energi rumah 

tangga dan usaha mikro. Studi dari Dinas Energi Jawa Barat pada 2023 menunjukkan 
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bahwa penggunaan biogas dan kompor listrik induksi di beberapa desa percontohan 

menurunkan konsumsi LPG hingga 20% dalam dua tahun terakhir  (Santoso & 

Prabowo, 2019) (Putra, Handayani, & Wijayanti, 2022). 

Pemberian insentif kepada masyarakat dan pelaku usaha menjadi kunci untuk 

mempercepat adopsi energi ramah lingkungan. Insentif dapat berupa subsidi pembelian 

alat masak hemat energi, keringanan pajak, bantuan teknis, atau program edukasi yang 

meningkatkan kesadaran tentang manfaat energi terbarukan. Data dari laporan Bappeda 

Jawa Barat 2023 mengindikasikan bahwa program subsidi alat masak listrik hemat 

energi berhasil meningkatkan tingkat adopsi sebesar 15% pada kelompok rumah tangga 

berpendapatan menengah ke bawah  (Rahmawati, 2021) (Fauzi & Lestari, Evaluasi 

kebijakan subsidi energi berbasis kinerja: Pendekatan terhadap pengelolaan fiskal 

daerah, 2021). Dengan dukungan kebijakan yang memadai, masyarakat akan lebih 

terdorong untuk beralih ke energi yang lebih bersih dan berkelanjutan, sehingga tidak 

hanya mengurangi beban subsidi LPG tetapi juga mendukung pencapaian target fiskal 

yang sehat serta kelestarian lingkungan hidup. 

Strategi diversifikasi energi dan pengembangan alternatif ini merupakan investasi 

jangka panjang yang penting bagi ketahanan energi dan stabilitas fiskal daerah. 

Pemerintah daerah perlu memformulasikan program yang terintegrasi dan 

berkelanjutan, menggabungkan aspek teknologi, ekonomi, dan sosial agar transisi energi 

berjalan lancar dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat luas. 

 

4. Penguatan Kapasitas Manajemen Fiskal Daerah 

Penguatan kapasitas manajemen fiskal daerah menjadi aspek krusial dalam 

menghadapi tantangan kebijakan subsidi LPG 3 Kg di Provinsi Jawa Barat. 

Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam perencanaan anggaran berbasis 

risiko fiskal memungkinkan pengelolaan dana subsidi yang lebih efektif dan efisien. 

Berdasarkan data APBD Jawa Barat 2023, alokasi anggaran subsidi energi mencapai 

Rp1,2 triliun, dengan potensi pembengkakan hingga 15% apabila tidak dikelola dengan 

baik. Dengan pendekatan manajemen risiko, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi, 

mengukur, dan memitigasi potensi risiko pembengkakan anggaran serta ketidaktepatan 

sasaran subsidi secara lebih sistematis. Hal ini mendukung terciptanya anggaran yang 

lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika ekonomi dan sosial di daerah  (Santoso & 

Prabowo, 2019). 

Penguatan kapasitas juga diwujudkan melalui sinergi erat antara pemerintah pusat 

dan daerah dalam pengelolaan subsidi LPG. Kerjasama ini penting untuk 

menyelaraskan kebijakan, memperkuat sistem monitoring dan evaluasi, serta 

memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran subsidi. Misalnya, 

integrasi data penerima subsidi melalui Sistem Database Terpadu (DTKS) dan 

pemanfaatan teknologi monitoring berbasis aplikasi mobile telah menurunkan tingkat 

penyalahgunaan subsidi sebesar 10% pada tahun 2023  (Fauzi & Lestari, Evaluasi 

kebijakan subsidi energi berbasis kinerja: Pendekatan terhadap pengelolaan fiskal 

daerah, 2021) (Putra, Handayani, & Wijayanti, 2022). Pengembangan sistem monitoring 

yang terintegrasi berbasis teknologi informasi mempercepat identifikasi masalah dan 

pengambilan keputusan tepat waktu, sehingga risiko fiskal dapat diminimalisasi. Sinergi 

yang efektif juga memungkinkan pemanfaatan dana transfer pusat secara optimal untuk 

mendukung kebutuhan fiskal daerah tanpa mengorbankan program pembangunan dan 

pelayanan publik. 

Dengan penguatan kapasitas manajemen fiskal yang berkelanjutan, pemerintah 

daerah lebih siap menghadapi ketidakpastian fiskal akibat fluktuasi harga energi dan 

dinamika konsumsi LPG bersubsidi. Hal ini sangat penting mengingat fluktuasi harga 
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minyak global yang dapat memengaruhi harga LPG domestik hingga 20% dalam 

setahun terakhir. Langkah ini menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas 

keuangan daerah serta mendukung pelaksanaan kebijakan subsidi yang efisien dan 

berkeadilan bagi masyarakat Jawa Barat. 

 

5. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Subsidi 

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan subsidi LPG 3 Kg 

merupakan upaya strategis untuk memastikan penggunaan dana subsidi tepat sasaran 

dan tepat guna. Studi mengungkapkan bahwa daerah yang menerapkan mekanisme 

pelaporan terbuka digital mampu mengurangi kasus penyimpangan anggaran subsidi 

hingga 25% dalam tiga tahun terakhir (Rahmawati, 2021). Pemerintah Provinsi Jawa 

Barat sendiri mulai mengimplementasikan platform pelaporan real-time yang 

memungkinkan masyarakat memantau penyaluran subsidi, yang sejak 2022 

menunjukkan peningkatan akurasi data penerima subsidi sebesar 18%  (Dinas ESDM 

Provinsi Jawa Barat, 2024). Dengan transparansi yang tinggi, masyarakat dapat secara 

langsung mengakses informasi terkait penerima manfaat dan perkembangan realisasi 

anggaran subsidi, yang sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan 

dana subsidi  (Putra, Handayani, & Wijayanti, 2022). 

Selain itu, melibatkan masyarakat dan lembaga pengawas independen dalam 

proses pengawasan terbukti efektif, partisipasi masyarakat dalam forum pengaduan dan 

pengawasan sosial di beberapa daerah mampu mempercepat deteksi penyalahgunaan 

subsidi hingga 40%, sedangkan peran auditor publik dan LSM dalam audit sosial 

memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan yang berdampak pada peningkatan 

ketepatan sasaran penerima subsidi  (Sari, Wijaya, & Nurhadi, Efektivitas sistem 

verifikasi subsidi energi berbasis data terpadu di Indonesia, 2020). Mekanisme checks 

and balances ini memperkuat tata kelola subsidi LPG agar berjalan secara transparan, 

akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara 

berkelanjutan. 

Dengan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang didukung oleh data 

dan partisipasi publik tersebut, pengelolaan subsidi LPG 3 Kg di Provinsi Jawa Barat 

tidak hanya memperkuat tata kelola fiskal, tetapi juga mendukung keberlanjutan fiskal 

daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara signifikan. 

 

5. PENUTUP 

Kebijakan subsidi LPG 3 Kg di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Barat, 

telah memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas fiskal daerah dan nasional. 

Meskipun subsidi ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan pelaku 

usaha mikro, dalam praktiknya kebijakan tersebut menghadapi berbagai tantangan, 

terutama ketidaktepatan sasaran dan pembengkakan anggaran akibat konsumsi tinggi 

dan fluktuasi harga energi global. Ketergantungan fiskal daerah terhadap dana transfer 

pusat pun semakin menguat, mempersempit ruang belanja produktif di tingkat lokal. 

Hasil kajian menunjukkan bahwa risiko fiskal akibat kebijakan subsidi LPG 3 Kg 

meliputi: (1) pembengkakan anggaran, (2) ketidaktepatan sasaran penerima, (3) 

pengalihan anggaran dari sektor produktif ke konsumtif, dan (4) ketergantungan fiskal 

struktural daerah terhadap pusat. Risiko-risiko ini berdampak langsung terhadap 

ketahanan anggaran dan efektivitas pembangunan daerah. 

Untuk menjawab tantangan tersebut, dibutuhkan strategi manajemen risiko fiskal 

yang komprehensif dan kontekstual, antara lain melalui: perencanaan anggaran yang 

adaptif dan berbasis data, penguatan sistem targeting dan verifikasi subsidi, diversifikasi 

sumber pendanaan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta pengembangan 
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kebijakan energi alternatif. Reformasi menuju sistem subsidi yang lebih tepat sasaran 

dan efisien harus menjadi agenda utama dalam menjaga keberlanjutan fiskal dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Dengan menerapkan 

prinsip tata kelola fiskal yang baik dan strategi mitigasi risiko yang tepat, kebijakan 

subsidi energi, termasuk LPG 3 Kg, dapat tetap berperan sebagai instrumen 

perlindungan sosial, tanpa mengorbankan keberlanjutan anggaran publik di masa depan. 
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